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ABSTRAK 

Pasar merupakan aset daerah yang berpotensi sebagai salah satu sumber 

pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan 

fasilitas pasar oleh Pemerintah Daerah merupakan obyek retribusi pelayanan pasar 

yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum diserahkan pengelolaannya kepada 

Pemerintah Daerah dan bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kajian ditekankan pada 

pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar atas, kontribusi retribusi pasar 

atas terhadap Pendapatan Asli Daerah serta kendala apa yang mempengaruhinya. 

Pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang 

berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan 

dengan permasalahan yang ditemui didalam penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Atas 

dilakukan berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan 

Pasar. Pemungutan retribusi Pasar Atas berasal dari pedagang ditarik retribusi 

oleh petugas dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan 

dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

Retribusi pasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Bukittinggi berkisar di angka 10% sampai 14%. Kendala yang 

dihadapi didalam pemungutan retribusi pasar atas Kota Bukittinggi  adalah 

kurangnya kesadaran dari pedagang untuk melakukan pembayaran retribusi. 

 

 

 

 

 

 


